Menimbang :

d.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1]
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Dacrah
mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Strategis
(Renstra) yang telah dituangkan dalam Rencana Pernbangunan
Tahunan Daerah atau sekarang dikenal sebagai Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten lLebong, yang telah
dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten
Lebong Tahun 2007 yang disepakati dan ditandangani antara
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dengan DPRD Kabupaten
Lebong  dalam  [Bentuk  Nota  Kesepakatan = Nomor

170/129/176/DPRD/2007 tanggal 29 Januari 2007 serta Prioritas

dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dengan DPRD Kabupaten
Lebong yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Nomor
170/135/176/DPRD/2007 tanggal 27 Februari 2007,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2007 Kabupaten Lebong ;

i
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Mengingat

10.

il.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Gumi ¢
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 68, Tambahan Lembaran Megara Republik Inconcs:?
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undars-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Reputi”

-Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran MNeg273

Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dazrzn
dan Retribusi Daerah (Lembaran Megara Republik Indonc:2
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran MNegara Peputi”
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubzh densz”
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran MeZ:"z
Republik Indoriesia Tahun 2000 MNomor 246 Tambz®ar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolenzn
Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Repuliiv
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembzran Mez»=
Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Knlusi can
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1%%%
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones'a
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang HKeuangzn
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang i
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tz
2004 Nomor 154);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharazn
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneszia
Nomor 4355); 5

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Nomor 125, Tambahan Le - lik Indoneai
Tahun 4437); mbaran Negara Republik I {

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanga:
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerzn

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia 4021) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tenteng
Pembinaan  dan  Pengawasan atas  Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajalk
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemeriritah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norior
44106);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a502);

Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503); )

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor !37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistermn
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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24..

25.

26.

27.

28.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138§

Republik Indonesia Nomor 4576); Admbuhn - Lelnbaiatt vGiiln

Peraturan  Pemerintal Nomor 57 Tahun 2005 tentang  Hibah

.(rl-‘en;ab?lanNcgam Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 130,
ambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 577);

Peraturan - Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan _ Keuangan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Repullik
Imlnnc;m Tabhun 2005  Nomor 40, Tambahan Lembaran Ncwiry
Republik Indonesia Nomor 4578);

Pcraturan Pemecrintah  Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Pencrapan Standar ~ Pelayanan Minimal
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4585):

Peraturan Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Insiansi Pemerintah  (Lembaran  Negpara
Republik  Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan ~ Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

Dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menelapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

2. Belanja Daerah

(Defisit)

Rp. 237.582.525.155

(Rp. 284.786.901.285) X
(_

(Rp. 48.204.376.130)
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t embiayaan Dacroh:

1 ,acncrimaan

Rp. 41.153.119.582
(Rp. 2.500.000.000)

b, Pengeluaran (-)
Pembiayaan Netto Rp. 38.653.119.582 (
(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: (Rp. 8.551.256.548)
Pasal 2

th

()

oR e e oo o

Pendapatan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Dacrah scjumlah Rp. 8.000.525.155

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 227.582.000.000

¢. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 2.000.000.000

Pendapatan Asli Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan:

a.  Pajak Daerah sejumlah Rp. 2.227.960.000

b.  Retribusi Daerali sejumlah R ). 3.600.815.155

¢.  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 2.000.000.000

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatar:
. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 9.000.000.000

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 183.357.000.000

¢. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 35.225.000.000

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari
Jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah Rp. 0

b Dana darurat sejumlah Rp. 0

¢.  Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah Jainnya sejumlah Rp. 2.000.000.000

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | terdiri dari :
2. Belana Belanja Tidak Langsung scjumlah Rp. 77.810.034.418
b. Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp. 206.976.866.867

Belanja Tidak Lan[,sung, scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
Belanja pegawai sejumlah Rp. 72.310.034.418

Belanja bunga scjumlah Rp. 0

Belanja subsidi sejumlah Rp. 0

Belanja hibah sejumlah Rp. 0

Belanja bantuan social sejumlah Rp. 3.000.000.000

Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 500.000.000

Belanja Bantuan Kevangan Rp.0

Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000
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. Belanja Langsung scbagaimana  dimakgug pada
L2

lanja: -
‘:P Belanja Pegawai sciumlah Rp. 22,169,367.40¢
b Delanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 56237264 400

Belanjo Modal sejumlah Rp. 128.570.234.867

ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

C.
Pasal 4

pembiayaan Dacraly sebagaimana dimaksud dalam Pas
a.  Penerimaan scjumlah Rp. 41.153.119,582
b, Pengeluaran sejumlah Rp. 2.500.000.000

al 1 terdin dari

%) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiavaan

a.  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sehelumnya sejumlal
Rp. 41.153.119.582 g ya scjumlah

b.  Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0

c.  Hasil Penjualan Kekayaan Dacrah yang dipisalikan scjumlah Rp. 0

d.  Penerimaan pinjaman dari pemerintah ¢an obligasi daerah sejumlah
Rp. 0 |

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0

{  Pencrimaan Piutang scjumlah Rp. 0

(%) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri darijenis
pembiayaan:

Pembentukan Dana Cadangau sejumlah Rp.0

h. Penyertaan Modal (Investasi)Dacrah sejumlah Rp. 2.500.000.000

c. Pembayaran Pokok Utang scjumlah Rp. 0

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0

o
.

Pasal 5

\raian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah scbagaimana dimaksud dalam pas»
iercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah i
terdin dari:

|.Lampiran 1 Ringkasan APBD;

Lampiran I~ Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan dacrah, dan
' organisasi SKPD;

ra

* Lampiran 111 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan  daerah,  organisas:
SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4.1ampiran IV a Rekapitulasi ~ Penggunaan Sumber Dana _Menurul‘ Jenis
Pendapatan  dan Jenis Pencrimaan  Terhadap Jenis Belanja  dan
Jenis Pengeluaran;

- Lampiran v Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,  organisasi
SKPD, program dan kegiatan;

6. Lampiran V Rekapitulasi  belanja dacrah untuk  kesclarasan  dan  keterpaduan

urusan pemerintahan daerah  dan  fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan Negara;

7. Larapiran v Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
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ftar piutang daerah:
an VI Da g :
8. Lamp'ra

ampiran viIl Daftar penyertaan modal (investasi) caerah:
9. ’
Daftar perkiraan penambahan

dan pengur cob kaiea
daerah; pengurangan aset tetan

10. Lampiran X

. Lampiran x  Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset (ain-lain-

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelurnnya - -

belum d1§§lesall<an dan dianggarkan kembali dalam ta' -
anggaran ini:

(3. Lampiran Xl Daftar dana cadangan daerah ;dan

14. Lampiran XIli Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

ypati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Dacrah sebhagai Landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Azar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daer=-
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Lebong

(: j

o die 'Eddy Irha
N

Pembina Utama Muda NIP: 010110175

BERITA DAERAH KABUPATEM LEBONG TAHUN 2007 N

OMOR

Dipindai dengan CamScanner



